- LEIVIBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1! BOGOR

Nomor: g : Th. 1999 . Seri: &

PERATURAN DAEFRAH KARUPATEN DAERAH‘TINGKAT II.-BOGOR

| NOMOR - 2 TAHUN : 1999
TENTANG
PAJAX PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BROGOR,

. bahwa daleam upaya mendayagunakan peran serta
masyvarakat dalam pembancunan dan pemelihara—
an penerangan jalan, maka ditetapkan Pajak
Penerangan Jalan;
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b. bahwa cdengan telah ditetapkannya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor 4 Tzhun 1993, tentang Pajak Penerangan
Jalan perlu disesuaikan;

c¢. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai
mana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang
perlu mengatur kembali Pajak Penerangan
ialan yang ditetapkan dengan peraturan
daerah. :

Mengingat - 1 .....



Mengingat
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: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Ling—
kungan Jawz Barat (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 8);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembar—
an Negara Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang

Jalan (lLembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, tentang

Ketenagalistirikan (Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3317);

. Undang-uncang Nomor 17 Tahun 1337, tentang

Badan Penyeslesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Tahen 1937 Nomor 40, Tambahan Lembar—
an Negara Momor 3684);.

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang

Pajak Daerzh dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahen 1997 Nomor 41, Tambahan lLembar-—
an Negara Nomor 3685);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahen 1997 Nomor 42, Tambahan Lembar—
an Negara Momor 3686):;

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1394,

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
( PERUM ) Listrik Negara menjadi Perusahaan
Perseroan ( PERSERO ) (lLembaran Negara Tahun
1984 Nomor 34);: '

9. Peraturan .....
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997,
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1997, tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170

Tahun 1997, tentang Pedoman dan Tata Cara
Pemungutan Paiak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172
Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak
yang Wajib Menyelengoarakan Pembukuan dan
Tata Cara Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997, tentang Tata Cara Peaeriksaan
di Bidang Pajak Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I

~ Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan

dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri



Menetapkan :
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Sipii yang melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
Ketentuan Pidana;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 6 Tahun 1991, tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II -

BOGOR, TENTANG PAJAK PENERANGAN JA!AN.
BAB I
KETENTUAN (M
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa—
ten Daerah Tingkat II Bogor:

" c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Bogor;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pen—
dapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Bogor;

e. Peiagbat .....
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Peiabat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi perseroan terbatas,perseroan koman—
diter, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi atau organisasi yang se—
jenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya

disingkat PLN adalah PT. PLN (Persero);

. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya

disebut paiak adalah pungutan daerah atas

- penggunaan tenaga listrik;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang se—

lanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang ter—
utang menurut peraturan perundang—-undangan
perpajakan daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah surat yang digunakan
wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah
atau ke tempat 1lain yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah:

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjut-

nya disingkat SKPD adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang; .

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
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yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak Tlebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya ter—
utang;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang

selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan kredit pajak,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut

pajak . atas setiap penggunaan  tenaga
Vistrik.
(2) obyek .....
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(2) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga
listrik.

(3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) adalzh penggunaan
tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun
bukan PLN.

Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah -

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat
yang digunakan oleh kedutaan, konsultan,
perwakilan asing, dan lembaga-lembaga inter—
nasional dengan asas; timbal balik cebagai-
mana berlaku untuk pajak negara.

C. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
bukan PLN dengan kapasitas tertentu yanag
tidak memerlukan ijin dari instansi teknis
terkait.

d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus di—
gunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan tenaga listrik.

(2) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menjadi pelanggan 1listrik dan atau
pengguna tenaga listrik.



BAB IIX
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar penggenaan tarif pajak adalah nilai
jual tenaga listrik.

(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. dalam hal tenaga 1listrik berasal dari
PLN dan bukan PLN dengan dipungut bayar—
an, nilai jual tenaga 1listrik adalah
besarnya tagihan biaya penggunaan
listrik/rekening listrik:

b. dalam hal tenaga listrik dari bukan PLN
dengan tidak dipungut bayaran, nilai
jual tenaga listrik dihitung berdasarkan
kapasitas tersedia dan penggunaan atau
taksiran penggunaan listrik serta harga
satuan Tistrik yang berlaku di wilavah
daerah.

(3) Harga satuan 1istrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan berpedoman harga
satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif pajak penggunaan tenaga listrik baik yvang
berasal dari PLN, maupun bukan PLN ditetapkan
sebesar 3 % (tiga persen).
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BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa paiak adalah jangka wzktu yang lamanya 1
(satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak
diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga
1istrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditanda tangani oleh wajib pajak atau
kuasanya.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat—
lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

¥ajib pajak yang menggunakan listrik PLN,
daftar rekening listrik yang diterbitkan
oleh PLN merupakan SPTPD.

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

~ BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 ayat (1), Kepalz Daerah menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila pemungutan pajak bekerja sama
dengan PLN, rekening 1listrik dipersamakan
dengan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh )
hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua—
persen) sebulan dan ditagih dengan mener—
bitkan STPD.

Pasal 12

¥ajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD
sebagaiman dimaksud pada Pasal 10 ayat (1)

- digunakan untuk menghitung, memperhitungkan

dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam .....



(2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun saat
terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
Renerbitkan -

a. SKPDKB;
b. SKPDKRT:
C. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf a, diterbitkan -

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
atau keterancan 1lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka wakty paling lama 24 ( dua
puluh empat ) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

b. Apabila SpTPD tidak disampaikan dalam
jangka wakty yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atay terlambat dibayar
untuk jangka wakty paiing lama 24 ( dua
puluh empat ) bulan dihitung sejak saat
terutanonya pajak.

C. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25%
{dua puluh 1ima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 ( dua persen ) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu



(4)

(5)

(6)

paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ~(2)
huruf b diterbitkan apabila ditemukan data
baru atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang, akan dikenakan sanksi admi-
nistrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
( seratus persen ) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang
dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka

- waktu yang telah ditentukan ditagih dengan

(7)

(1)

menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila wajib pajak melaporkan

sendiri sebelum di takukan tindakan
pemeriksaan.
8AB VII

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat
lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak
harus disetor ke Kas Daerah selambat—
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Xepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengguna—
kan SSPD. -

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun wakiu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana di-
maksud pada ayat (2),harus dilakukan secara
teratur dan berturut—-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang di—
bayar.

) -Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan

kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran
sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi  persayaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga 2 ¥ ( dua persen )
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat ‘mengangsur dan
menerima pembayaran serta tata cara pem—

bayaran .....



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

bayaran angsuran dan penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (4), ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerima-
an.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pem—
bayaran dan buku penerimaan pajak sebagai—

-mana dimaksud pada ayat (1), d1tetapkan

oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGTIHAN PAJAK

Pasal 16

Surat Teguran atau Surat Perincatan atau
surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak di—
keluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat‘(1) dikeluarkan oleh Pejabat.
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Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus di-
bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenisnya, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan -surat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera se-—
telah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktuy 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan  surat paksa, pejabat segera
menerbitkan surat perintah melaksanakan
penyitaan.

Pasal 19

telah dilakukan penyitaan dan wajib pajak
belum juga melunasi utang pajaknya, setelah
lewat 18 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelak-
Sanaan surat perintah melaksanakan penyitaan,
peiabat mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru
sita memberitahukan dengan segera secara ter-

tulis kepada wajib pajak.

Pasal 21 .....
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Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang diperguna—
kan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Xepala Daerah berdasarkan permohonan wajib
pajak dapat memberikan pengurangan,
Keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringan-
an dan pembebasan pajak sebagaimana di-
@maksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB X
ATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAL AN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAL PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 23

(1) Xepala Daerah karena jabatan atau atas per—
mohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan SKPD  atau SKPDKR  atau
SKPDKBT atau STFD yang dalam penerbitan—
nya terdapat kesalshan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam pene-
ranan peraturan Perundang-undangan per—
pajakan daerah.

b. meébétéikéh'atau menguranckan ketetapan
paiak yang tidak benar. .

- C. mengurangkan .....



(2)

(4)

(1)
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G. menguranckan atau menchapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena ke—
khilafan wajib pajak atay bukan karena
kesalahannya.

Permohonan pembetu]an,pembatalan,pengurang—
an  ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT  dan STPD  sebagaimana
dimaksud - pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis oleh wajib pajak kepada
Kepala Daerah atau pejabat selambat—lambat—
nya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT . atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

Kepala Daerah atau rFeiabat memberikan
keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Daerah atau pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatal-
an, pengurangan, ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi di-
anggap dikabulkan.

BAB X1
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan  keberatan
hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat
atas suaty -
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a. SKPD;
b. SKPDKB:
C. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disampaikan secara ter-
tulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3
{ tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDIB, dan .SXPON diterima oleh
wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak
dapat menuniukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

‘kekuasaannva.

} Kepala Daerah atau  pejabat memberikan

keputusan dalam iangka waktu paling lama 12
{dua belas) bulan seiak tanggal surat per—
mohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) diterima.

) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas)

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan  keberatan dianggap
dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menunda kewajibannya
membavar paiak.

Pasal 25

Wajib paiak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian Sencketa Pajak dalam
jangka waktu 3 ( tigca ) bulan setelah di-
terimanya keputusan keberatan.

{2) Pengajuan .....



(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar
pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIT
PENGEMRAL TAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) waiib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Kepala Daerah atau pejabat secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :

a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Masa pajak;

C. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan vang jelas.

(2) Kepala Daerah atau pejabat memberikan
keputusan dalam jangka waktu paling lama 12
( dua belas ) bulan sejak diterimanya per—
mohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila .....



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau
pejabat tidak memberikan keputusan, per-
mohonan pengembalian  kelebihan pembayaran
paiak dianggap dikabulkan dan SKPDIB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1

{ satu ) bulan.

(4) Apabila waiib pajak mempunyai utang pajak
lainnya,kelebihan pembayaran pajak sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) langsung di-
perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang paiak dimaksud.

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua )
“bulan sejak diterbitkannya SKPDILB dengan
menarbitkan Surat  Perintsh Membayar Ke—
lebihan Pajak (SPMKP),

Apabila pengembalian kelebihan pembayvaran
pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala
Daerah atau pejabat memberikan imbalan
* bunga sebesar 2 % ( dua percen )} sebulan
atas keterlamhatan pemhayaran kelebihan
pajak.

—
[9)]
-

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran paiak diperhitung-
kan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya
cilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juca berlaku sebagai bukti pem-
bayaran.



(1)

BAB XIII
KEDALUARSA

Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak, keda-
luarsa setelah melampaui jangka waktu 5
( lima ) tahun terhitung sejak saat ter-
utangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah.

Kedaluarsa penagihan paiak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat
paksa atau; o

b. Ada pengakuan wutang paiak dari wajib

pajak ba.k langsung  maupun tidak
lanagsuna. )

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

} wWajib paiak yang karena kealpaannya tidak

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melam—
pirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat di pidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan atau denda paling banvak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang terutang.

(2) waiib .._...



(2) wajib pajak yang dengan sengaja tidak me-
nyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat di pidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
tahun dan atau denda paling banyak 4
( empat ) kali jumlah yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal
30 tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun seiak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAR XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus  sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
perpaiakan daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah -

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan me—
neliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporan ter—
sebut menjadi lengkap dan jelas:

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang



“h

(«Q
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dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah tersebut;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari

orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah tersebut:

. memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan

dokumen—dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan
daerah;

. melakukan penggeladahan untuk mendapat

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen—dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan  tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;

- menyuruh berhenti, melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana perpajakan daerah;

- memanggil orang untuk didengar keterang-

annya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

. menghentikan penyidikan;

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di



bidang perpajakan. daerah menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pengan berlakunya peraturan daerah 1ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat T1
Rogor NomOr 4 - Tahun 1893, tentang Pajak
Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II  Bogor Nomor 13 Tahun 1934
Seri A tanggal 24 Oktober 1994 ) dan ketentuan—
ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan
atau bertentangan dengan peraturan daerah ini,
dinvatakan t1dak ber]aku

Pasal 34 :

Hal-hal yano be]um cukup d1atur daTGm ppraLuran
daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatgrxlebih ]anjut”oleh Kepala Daerah.

, Pasa1"35 e

Peraturan’ Daerah 1n1 mu1a1 berlaku pada tanoca]
d1undanckan.~ o o

Abar snt1ap orang dapat menoetahu1nya memerin—
tahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatan dalam lLembaran Daerah Kabupaten
Bogor. - -

Ditetapkan .....
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Ditetapkan di Cibinong.

pada tanggal 11 Mei 1999.
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